SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KEALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalitas, kinerja, disiplin,
motivasi Kerja, dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil
Negara, perlu adanya pengaturan Pakalan Dinas bag
Aparatur Sipil Negara di ingkungan Pemenntah Dacrah untuk
menciptakan keseragaman dan ketertiban;

b. bahwa pengaturan pakaian dinas berupa jerus pakaian dinas,
jenis atribut dan kelengkapannya serta ketentuan jadwal
penggunaan perlu  disesuaikan dengan memperhatikan
dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraluran Menteri
Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakidan Dinas
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Han
Kerja dan Ketentuan Pemakalan Pakaian Dinas/Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 97
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 5 [Lima)
Hari Kerja dan Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas/Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sudah tidak

sesual dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf &, hurmfl b dan hurufl ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupat teriang Pakasian Dinas Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tanun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
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2.

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah
Laut, Daerah Tingkat If Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939
tentang Penctapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambehan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55234), scbagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 wentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S5S587), scbagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 fentang Admimistrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357], sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pémerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 wentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6779),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesio Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambshan bLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun' 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tehun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telal diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Persturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ientang Pembentukan
Produk Hukum Daecrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024
tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

11, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomaor 03 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daemhb Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daecrah Kabupaten Tabalong Nomor
02}, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Dacrah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Neomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Peérangkat Daerah [Lembaren Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 8Y)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati sehagai unsur penyelenggars pemerintahan
dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan dacrah otonom, '
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Bupati adalah Bupat Tabalong.

Sekretaris Daerah adalah pejabat pimpinan tnggl pratama yang bertugas
membantu  Pupati dalam menyusun  kebijakan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Asisten adulah pejabat pimpingn tinggl pratama pada Sekretariat Daerah yang
membantu tugas Sekretaris Daerah.

Stafl Ahli adalah pejabat pimpinan tinggi pratama vang membantu Bupat
dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati.

Camat adalah seorang kepala kecamatan vang memimpin kecamatan.

Lurah adalah seorang kepala kelurahan yang memimpin kelurahan,

Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daergh yang menjadi kewenangan
daerah.

. Perangkat Daecrah Tertentu adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan hidang Peérhubungan yakni Dinas Perhubungan, dan
Perungkat Dacrah yang meényelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yakni
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawal pemerintah dengan perjanjian kerja vang
bekerja pads instansi pemerintah,

Pakaian Dinas adalah pakeian seragam yang dipakai untuk menunjukkan
identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pakaian Dinas Harian adalah Pakalan Dinas yang digunakan untuk
melaksanakan tugas sehari-han termasuk digunakan pada saat dinas luar,
kecuali ditentukan lain sesual dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakalan Dinas
Harian yvang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.

Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah
Tertentu adalah Pakaian Dinas Lapangan yang digunakan oleh perangkat
daerah tertentu.

Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN vang dipakal pada
upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu
pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan
pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana
karya satya.

Pakalian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Pakaian
Dinas vang digunakan oleh seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia
tertnasuk ASN, pada kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh instansi
pemerintah dan Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas
Upacara yang digunakan oleh peranghkat daerah tertentu.

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah adalah Pakaian Dinas Upacara yang
digunakan oleh Camat dan Lurah.

Atribut adalah tanda-tanda yang dikenakan untuk melengkapi Pakaian Dinas
Tanda Jabatan adalah tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan
tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup
wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menggunakan
Pakaian Dinas dan atribut di lingkungan Pemerintah Daerah.



(4) Peraturan Bupath im  bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan,
pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta  mewujudkan
keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 3

Ruang linglkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Pakaian Dinas ASN:

b. atribut dan kelengkapan pakaian dinas;
¢. pendanaan; dan

d. pembinaan dan pengawasan.

BAR (11
PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

Pakaian Dinas Harian;

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Terténtu;

Pakaian Sipil Lengkap:

Pakaian Dinas Lapangan;

Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah
tertentu;

Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu;

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah; dan

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indanesia.
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Pasul 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas;
a. Pakaian Dinas Harian khaki;

b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan

¢. Pakaian Dinas Harian sasirangan/hatik khas Daerah.

Pasal 6

(1] Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
terdin atas:
a. Pakawsn Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan
pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh
pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jubatan pengawas,
pejabat dalam jabatan pelaksans, dan pejabat fungsional.

(2) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf b bagt pria baju dimasukkan ke dalam celana.

(3] ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang hamil menyesuaikan
penggunaan Pakaian Dinas Hanan khaki.

[4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berwarna
kuning mustard tanpa motif.

(5) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
pada hari Senin dan hari Selasa.
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Jemis dan model serta spesifikasi Palkaian Dinas Harian khaki sebagaimana
dimaksud pada ayat (I} tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini,

Pagal 7

Pakajan Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

hurif b terdin atas:

a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atsu kemeja putih
lengan pendek digunakan oleh pejabatl pimpinan tingg pratama; dan

b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh
pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas,
pejabat dalam jabatan pelaksana, dan pejabart fungsional.

Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat digunskan untuk menghadiri acara kenegaraan
dan acara resmi.

Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) hurul b bagi pria baju dimasukkan ke dalam celana.

ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yvang hamil menyesuaikan
pengeunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih.

Weama jilbaly sebagaimana dimaksud pada ayat {4) ditentukan berwarna khaki
muda tanpa motif.

Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu,

Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pakaian Dinas Haran sasirangan/batik khas Daerah scbagaimana dimaksud
dalam Passl 5 huruf ¢ digunakan oleh ASN pada hari Kamis, hari Jumat, hari
Sabtu, hari jadi Daerah dan pada han Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktaber.

ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang hamil menyesuaikan
penggunaan Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian sasirangan/batik
khas Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan
Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian sasirangan [ batik khas Daerah.

Penggunaan Pakaian Dinas Harian sasirangan/batik khas Dserah pada hari
Sabtu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus Bagl Perangkat Daerah
yang menerdpkan 6 (enam) han kena.,

Pasal 9

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerzh Tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b digunakan olehh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu
dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai
dengan bidang urusan.
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Pasal 10

(1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurul c
digunakan oleh ASN pada:

acara kenegaraasn,

acara resmi;

perjalanan dinas ke luar negeri;

acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan peldtihan:

pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan

penerimaan penghargaan Satye Lencana Karva Satva, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

{2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupa jas berwarma gelap, kemeja
lengan panjang putih, celana panjang vang berwarna sama dengan jas, das,
dan sepatu hitam.

maaeEp

(3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja
putth, rok atau celana panjang vang berwarna sama dengan jas, dan scpatu
hitam.

(4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercaritum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimans dimaksud dalam Pasal 4 huraf d
digunakan saa! melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan
lainnya.

(2} Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1} tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 buruf e digunakan saat bertugas di luar
kantor dan pada ssal situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 13

Pakaian Dinas upacara Perangkat Dacrah lertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 hurdfl [ digtinakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam
kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan bidang
urusan.

Passal 14
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf g digunakan pada saant melaksannkan pelantikan, upacara kemerdekaan
Republik Indonesia, dan hari besar lainnya.
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Pasal 15

(1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digimakan pada saat:

upacara hari ulang tahun Korps Pegawal Republik Indonesia;

tanggal 17 ( tujuh belas) setiap bulan;

upacars hari besar nasional; dan .

rapat atau pertemuyan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawal Repuhblik

[ndonesia.

BogR

{2) Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indoneésia pada
saat upacara dilengkapi dengan menpgenakan peci nasional.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 16
Atribut Pakatan Dinas ASN terdiri dari:
4. Tanda Jabatan;
b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
€. papan rimia;
d. nama Kementerian Dalam Neger;
¢. nama Pemerintah Daerah;
f. lambang Pemerintah Daerah; dan
g: tanda pengenal.
Pasal IT

(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf & terdiri dar:
g. Tanda Jabatan bahu;
b. Tanda Jabatan kerah; dan
¢. Tanda Jabatan saku.

(2) Bentuk Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Paragraf |
Tanda Jabatan Bahu

Pasal 18

(1] Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a
dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegintan/acara tingkat
nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.

Pasal 1G

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimsksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a

berupa:

a. 1 (satu] bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna
perak bagi jabatan Sekretans Daerah;

b. 1 [satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna
perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan kepala Peranghknt Daerah;
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c. 3 (uga) melati segl lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarma
perak bagi Camat,; dan

d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna
perak bag Lurah.

_ Paragraf 2
Tanda Jzbatan Kerah

Pasal 20

Tanda Jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 avat (1] huruf b
dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunskan Pakaian Dinas
Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian
sasirangan/batik khas Daerah, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik
Indonesia, dan Pakaan Dinas Lapangan.

Paaal 21

Tanda Jabatan kerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal |7 ayat (1) huruf b

berupa:

g 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;

b. 1 {saty) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabetan Asisten, Staf Ahli,
dan Kepala Perangkat Daerah; _

¢, 3 (tiga) melati seg lima berwarna perunggu bagi Camat; dan

d. 2 (dua) melati seg lima berwarna perunggu bagl Lurah.

Paragraf 3
Tanda Jabatan Salu

Pasal 22
Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf ¢ terdin
dan:
a. Tanda .Jabatan saku pimpinan tingg pratama; dan
b, Tanda .Jabatan saki Camat dan Lurahi.

Pasal 23

Tanda Jabatan saku scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 avat (1) huruf c
dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat
kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan
kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
Bagian Ketiga
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 24

{1} Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia scbagaima:m dimaksud dalam
Pasal 16 huruf b dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas,

(2] Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keempat
Papan Nams
Pasal 25

(1) Papan nama scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf ¢ menunjukkan
nama ASN yang dipakai di dada sebelah kanan,
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Papaun nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dan bahan dasar
ebonit atau plastuk dengan warna dasar Bitam dan tulisan putihi,

Bagian Kelima
Namea Kementernan Dalam Negern

Pasal 26

Nama Kementerian Dalam Negen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf
¢ ditempatkan 2 (dua) sentimeter di bawah lidah bahu lengan sebelah kanan.

Bahan dasar nama Kementerian Dalam Negeri berupa kain dengan jahitan
bordir.
Bagian Keenam
Nama Pemerintah Daerah
Pasal 27

Nama Pemerintah Daerah sebagaimann dimaksud dalam Pasal 16 humf e
ditempatkan 2 (dua) senumeter di bawah lidah bahu lengan sebelah ki,

Bahan dasar nama Pemerinitah Daerah bévupa kan déngan jahitan bordir,

Bagian Ketujuh
Lambang Pemerintah Daerah

Pasal 28

Lambang Pemerintah Daerah schagaimena dimaksud dalam Pasal 16 huruf f
ditempatkan di lengan sebelah kin 2 (dua) sentimeter di bawah nama
Pemerintah Dacrah.

Bahan dasar lambang Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bardir.

Bagian Kedelapan
Tands Pengenal

Pasal 29

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan
untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.

Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan vang
dijabat oleli ASN.

Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.

Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

a. merah untuk pejabat pimpinan tingg pratama;

b. biru untuk pejabat administrator;

c. hijau untuk pejabat pengawas;

d. orunge untuk pejabat pelaksana; dan

e. abu-abu untuk pejabat fungsional.
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Bagian Kesembilan
Kelengkapan Pakman Dinas

Pasal 30

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

(1)

(2)

tutup kepala;

ikat pingggang: dan

sepatu hitam, sepatu putih, atau sepany Pakaian Dinas Lapangan yang
digunakan sesual dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 31

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri dari:
a. peci nasional;

b.  mutz; dan

¢c. topi pet.

Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan Pakaian Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang
siah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah.

(1)

(2)

(3)

(1

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati
mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemenintahan di bidang ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan pengawasan scbagaimana dimaksud pada avat (1)
Bupati mendelegazikan kepada Ingpektoral,

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34
Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah pada

Perangkat Daerah yang mengadakan pelayanan langsung kepada masyarakat
menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.,
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[2) Pengaruran warna dan model pakaian petugas layanan di Perangkat Daerah
yang mengadakan pelayanan langsung kepada masyarnkst ditetapkan oleh
Kepala Perangkat Daerah,

(3) Petugas lavanun sebagaimana dimalswud pada ayvat (1) adalah petupgas front
office di unit layanarn.

Pasal 35

(1) Setiap ASN wajib mentaati ketentuan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati ini.

(2] Dalam penggunaan Pakaian Dinas, setisp ASN wajib memperhatikan ketentuan
berikut berikut:
a. tata rias rambut untuk pria pendek tertata rapi sesudi dengan ctika bagi
pria sera tidak mewarnal rambut vang mencolok. _
h. tata rias rambut untuk wanita vang tidak berjilbab harus rapi dan sopan,
tidak boleh mewarnai rambut vang mencolok.

Pasal 36

(1) ASN yang nidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penggunean Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam
evaluasi perilalou kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawar ASN.

BAH VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pakaian Dinas ASN Pemerintah
Daerah harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 6
(enam) bulan terlutung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupali ini mulal berlaku:

a. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 5
(Lima) Hari Kerja dan Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas/Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2014 Nomor 02); dan

b. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 97 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 5
(Limg) Ham Kerja dan Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas/Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2015 Nomor 97),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan,
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Tabalong,

Ditetapkan di Tamjung
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI TABALONG,

ted.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,
ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 28

_Bslinan Sesuai dengan Aslinya
- 'KEPALA BAGIAN HUKUM,

F
e
L

\ \ "'."_I J -
LW NORMA ZAHRIATI, S.H.
"/ NIP, 19730704 199903 2 004

N
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIL.  NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria

s s e

Keterangan:

4. tanda jabatan kerah

namy Kementerian Dalam Negeri
papan nama

kancing

ikat pinggang

kerah

lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
nama daerah

lambang daerah

tanda pengenal

saku celana depan

sepatu hitam

*
== o oE =

Gt i g ol

G
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2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita

Keterangan:

a.
b.

g,
d.

€.

g R R

tanda jabatan kerah

lidah bahu

nama Kementerian Dalam Negeri
papan nama

saku kemeja

karcing

kerah rebah

lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
nama daerah

lambang daerah

tanda pengenal _

rok panjang/celana panjang

. scpatu hitam
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3. Pakaian Dinas Harnan Khalo Wanita Berjilbab

Keterangan:

a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di alas papan nama
b. lidah bahu

nama Kementerian Dalam Negeri

papan nama

saku kemeja

kancing

kerah rebah

lencana Korps Pegawal Repubilik Indonesia
nama dacrah

lambang daerah

. tanda pengenal

celana panjang/rok

m. sepatu hitam

-

Et e R e A
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4, Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil

Keterangan.

tanda jabatan kerah
lidah bahu
nama Kementerian Dalam Neger)

. papen nama

sambning baju

kancing

kerah rebah

lencana Korps Pegawal Republik Indbnesia
nama daerah

lambang daerah

tanda pergenal

sambung bahu belakang

sambung biaju belakang

scpatu hitam
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5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Harmil

Keterangan:

a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. lidah bahu

¢, nama Kemenierian Dalam Negeri

d. papan nama

e. sambung baju

f. kancing

g. kerah rebah

h. lencana Korps Pegawai Republik indonesia
i. nama daerah

J. lambang daerah

k. tanda pengenal

l. celana/rok

m, sepatu hitam
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B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Haman
Kemeja Putih

1. Pakaian Dinas Haran Kemeja Puth Pria

1 ES— s b gt ———] * | b
. —f— A -I .
g b — - —
c ~— —=— .—?—*_ | ) o
f =-- _ .-l q | | . .
| gi—t
[

Keterangin:

a. tanda jabatan kerah

b. nama Kementerian Dalam Neegen
papan nama

kancing

kerah

lidah bahu

lencana Korps Pegawal Republik Indonesia
nama daerah

lambang dacrah

tanda pengenal

tkat pinggarig

sepatu hitam

o+ B o O = TR

= e ety -
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2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab

1]
a - — — ™
I.’ - > -
* h
C %
—t
d = =iy
@ .
%,
| o - k -—
Keterangan:

a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b, mnama Kementerian Dalam Negerl

papan nama

saku

kancing

kerah rebah

lencana Korps Pegawai Republik Indenesia
nama daerah

lambang daerah

tanda pengenal

celana panjang/rok

. sepatu hitam

e oe an
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3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita

a - = 1
b i -
-
e I_
= |

i .

L7 -

{ =] -

v —= ¢ =—

|

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian Dalam Negeri
C. papan nama
d. saku
c. kancing
{. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama daerah
1. lambang daerah
j. tanda pengenal
k. celana panjang/mk
1. sepatu hitam
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4, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab

SV\¥ vy
Keterangan:
a. wnda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
nama Kementenan Dalam Negeri
papan nama
tanda pengenal
kancing
kerah rebah
lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
nama daerah
lambang daerah
celana panjang/rok
sepatu hitam

e rm e AD oR
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5. Pakalan Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil

b e

i =

Keterangan:

a. tanda jabatan kerah

b, nama Rementerian Dalam Negen

C. papan nama

d. tanda pengenal

€. kancing

f. kerah rebah

g. lencana Korps Pegawal Republik Indonesia
h. namsa daerah

i, lambang dacrah

j. celana panjang/rok

k. sepatu hitam
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C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

1. Paksian Sipil Lengkap Pria

a *
*
}] -— 1 - "
i il
+

Relerangan:

OAs]

kancing 3 buah

saku bawah tertutun

kemeja putih lengan panjang
belahan jahitan

sepatu hitam

e AN g



}

Pakalan Sipil Lengkap Wanita

ai
b
[_ -

Keterangan:

a
b

!

d.

L=

kancing 3 buan

saku bawah tertutup

sepatuy hitam

kemeja putih lengan panjang
rok [celana panjang hitam

d

Ll
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Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

b =

Ketérangan:

a. kancing 3 buah

b. saku bawah tertutup

c. sepatu hitam

d. kemeja putih lengan panjang
e. rok/celana panjang hitam
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D. Jems dan Model Pakalan Dinas Lapangan

|, Pakaian Dinas Lapangan Pria

Reterangan;

tanda jabatan kerah

papan rnama

nama Kementerian Dalam Negeni
saku

lencana Korps Pegawail Republik Indonesia
nama saruan/unit kerja

nama daerah

lambang daerah

tanda pengenal

celana

sepatu hitam

FiTER Ot AN TR



2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita

n =

b=

gl -

Keterangan:

tanda jabatan kerah

papan nama

nama Kementerian Dalam Negen
saku

lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
nama satuan/unit kerja

namas daerah

lambang dacrah

tanda pengenal

celana

sepatu hitam

For TR OO AS TS
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3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab

:'ll
- |
b =
[
= h
i = .
il
k-l

Keterangan:

a, tanda jabatan kerah

b, papan nama

c. nama Kementerian Dalam Negen
d. saku

e, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama satuan/unit kerja

g. nama daerah

h. lambang daerah

i. tanda pengenal

j. celana

k. sepatu hitam
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E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah

1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Pria

R = " g
b e | *h
P - i
cot =V
— _. i
=] + | |
r - n - J
- il o - k |
(S ’ 1
[
!
1 0 |
|
|
I - ( ll
i
] m ]
- —J L
[ £ Ny
Keteranigan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
¢. tanda jabatan sakua
f. kancing 4 buah
g kemejr putih
h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas terfutup
k. saku bawah tertutup
L celana putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih bertali
n. sambung baju
0. sambung baju bawah
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Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab

g
- - & F 'g

- * h _
»E _:'__!.'[:.. -t ! ‘ W,
. =k =t
i - O
o - J.
L
. . » k
o
»m

Keterangan:

A, pet

b. tanda jabatan hahu

¢. kerah rebah

d. papan nama

e. tanda jabatan saku

f. kancing 4 buah

g. kemeja putih

h. dasi hitam

i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

J. saku aras tertumup

k. saku bawah tertutup

I

celana/ rok putih panjang,
m. sepatu pantofel warna putih
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3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

| * h

Keterangan:
pet
tanda jabatan bahu
kerah rebah
papan riama
tanda jabatan saku
kancing 4 buah
kemeja putih
dasi hitam
lencana Korps Pegawai Republik Indoriesia
salcu atas tertutup
saku bhawah tertutup
celana putith panjang
. sepatu pantofel warna putih

BrETC PR Se R0 op
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Pakaian Seragam Batik Korps Pegawal Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria

bh «

Keteranpan:

d. tanda jabatan kerah

papan nama

celana panjang hitam

lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
landa pengenal

sepatu hitam

== 0 00 o



2. Pakaian Seragam Batuk Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab

d -
I
b
G
Keterangan:
g. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. papan nama
c. celana/rok panjang warna hitam
d. lencana Korps Pegawal Repubhk Indonesia
e. tands pengenal
. sepatu hilam
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3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita

Y

— d
b -
-
c .ﬁ
C +—
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
¢. celans/rok panjang warng hitam
d. lencana Karps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam



G. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah

1. TANDA JABATAN :

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tandd jabatan tersebut

bermakna:

(1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan
Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu burm, matashari, api, samudra, langit, angin, bulan,
dan bintang. ,

{2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai lilosofi yang sedang berkembang, melambangkan
kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung,

a. Tanda Jabatan Bahu

BAHAN, WARNA DAN

NO. | GAMBAR TANDA JABATAN DIGUNAKAN OLEH PENGGUNAAN UKURAN
1 2 3 4 5
I. —_— Sekretaris Daerah Dikenakan pada lidah |- bahan  dasar  logam
TSR bahu saat | berwarna perak
menggunakan Pakaian |- lambang pemerintah
Dinas Harian Khaki| daerah berwarna

dan Pakaian Dinas| berukuran 2 cmx 2 cm
Harian Kemeja Putih |- 1 ({satu) bintang astha

peda kegiatan: brata berwarna perak
- 97w a. rapat koordinasi | berbentuk pin  timbul
tingkal nasional; berukuran 1.5 em x 1,5

h. rapat koordinasi| cm
tingkat  provinsi; |- tulisan “KEMENDAGRI”
dan berukuran tinggi 1 ¢m
c. rapat koordinasi | dan lebar 5 cm berwama
tingkat perak
kebupaten/kota.
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Asisten, Stal Ahli, dan | Dikenakan pada lidah |- bahan  dasar  logam

Kepala Perangkat Dacrah bahu saal | berwarna perak
menggunakan Pakaian | - lambang pemerintah
Dinas Harian Khaki | daerah berwarna
dan Pakaian Dinas| berukuran 2 cmx2cm
Harian Kemeja Putih |- 1 (saty) bintang astha
pada kegiatan: brata berwarna perunggu
a. rapat koordinasi | berbentuk pin  timbul

tingkat nasional; berukuran 1,5 em % 1,5
b. rapat koordinasi | cm

tingkat provinsi; [ - tulisan *KEMENDAGRI"

dan berukuran tinggi 1 cm
€. rapat koordinasi | dan lebar 5 cm berwama

tingkat perak

kabupaten/kota.

3, Camat Dikenakan pada lidah |- bahan  dasar  logam
bahu saat | berwarna perak
menggunakan Pakaian |- lambang pemerintah
Dinas Harian Khaki| daerah berwarna

dan Pakaian Dinas| berukuran 2 cm x2em
Harian Kemeja Putih |- 3 (tiga) melad berwarna

pada kegiatan: perunggu  berbentuk pin
a. rapat koordinasi | timbul berukuran 1,5 cm
‘ tingkat nasional; x1,5em

b. rapat koordinasi | - rulisan *KEMENDAGRI™
N | tingkat  provinsi; | berukuran tinggi 1 em
LGB il dan dan lebar 5 cm berwarna

¢, rapat koordinasi | perak

tingkat

kabupaten / kot
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4, Lurah Dikenakan pada lidah |- bahan  dasar logam
bahu saat | berwarna perak
menggunakan Pakaian | - lambang pemerintah
Dinas Harian Khaki| daerah berwarma
dan Pakaian Dinas| berukuran 2emx 2 cm
Harnan Kemeja Putih |- 2 [(dua) melati berwarna
pada kegiatan: perunggu berbentuk pin
a. rapat koordinasi | timbul berukuran 1.5 em

tingkat nasional; x1,5em
b. rapat koordinasi | - tulisan  “KEMENDAGRI"
tingkat provinsi; | beérukuran tinggi 1 em
B A da_n dan lﬂhar 5 om bﬂmﬂmﬂ
c. rapat koordinasi | perak
tingkat
kabupiten/kota.
5. Camat Dikenakan pada lidah |- bahan  dasar  logam |

Ew H_._H_L'I

bahu saul

menggunakan Pakaian

Dinas Upacara pada

saal:

a. melaksanakan
pelantikan;

b. upacara
kemerdekaan
Republik Indonesia;
dan

¢. hari besar lainnya.

berwarma perak
- lambang pemerintah
daerah berwarna

berukuran 2 cm x 2 cm

- 3 (tiga) melati berwama
perunggu  berbentuk pin
timbul berukuran 1,5 cm
x 1,.5cm

- tulisan “*KEMENDAGRI"
berukuran tinggi 1 com
dan lebar 5 ecm berwama
perak
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Dikenakan pada lidah
bahu sa4at

menggunakan Pakaian

Dinas Upacara pada

saat:

8. melaksanakan
pelantikan;

b. upacara
kemerdekann
Republik Indonesia;
dan

€. hart besar lamnnva.

- bahan dasar
berwarna perak

- lnmbang pemerintah
daerah berwarna
berukuran 2cm x 2 cm

- 2 [dua} melati berwarna
perunggu berbeniuk pin
tmbul berukuran 1,5 em
x1,5cem

- tulisan  *KEMENDAGRI"
berukuran tinggi | cm
dan lebar 5 cm berwarna
perak

logam




b, Tands Jabatan Kerah
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Dinas lapangan

NO. GAMBAR TANDA JABATAN DIGUNAKAN OLEH PENGGUNAAN i P i
1 2 3 4 5]
| 1. Sekretaris Darrah Pakaian Dinas Harian 1 (satu) bintang astha
| om khaki, Pakaian Dinos brata  berwamna  perak
: Harian kemeja putih, | berbentuk  pin timbul
Pakaian Dinas Harian  berukuran | cm x lom
* I om sasirangan/batik khas
Daerah, pakaian
scragam batik Korps
Pegawai Republik
Indonesia, dan Pakalan
Dinas lapangan
2, Asisten, Staf Ahl, dan | Pakaian Dinas Haran | 1 {satu) bintang astha
| em Kepala Peranghkat Daerah khali, Pakaian Dinas brala berwarna perunggu
, Harian kemcja putih, | berbentuk  pin timbul
Pakaian BDinas Harian berukuran | em x 1 ¢m
*} fletn sasirangan/batik khas
Dacrah, pakatan
seragam  batik  Korps
, Pegawai Republik
Indonesia, dan Pakalan




1 vm

Camat

LOR -

Pakaian Dinas Harian
khﬂ-kj; PE]{E.IK-“ Dinas
Harian hkemeja  putih,
Pakainn Dinns Harian
sasirangan/batik khas
Danrsh, pakaian
geragam  batik  Korps
Pegawsi Republik
Indonesia, dan Pakaian
Dinas lapangin

3 [tiga) melali berwarna
perunggu  berbentuk pin
timbul berukuran 1 em x
1 em

1 om

Lurah

khuki, Pakaan Dinas
Harian kemeja  putih,
Pakaian Dinas Harian
|sas1mnganﬂmtik khas

Daerah, pakaian
seragam  batik  Korps
Pegawai Republik

Indonesia, dan Pakman
Dinas lapangan

Pakaian Dinas Harian |

2 (dud) melati berwarna
perunggu berbentuk pin
timbul berukuran 1 em x
| em




. Tanda Jabatan Saku
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NO.| GAMBAR TANDA JABATAN DIGUNAKAN PENGGUNAAN BAHAN, WARNA DAN UKURAN
OLEH
1 2 B 3 4 5
1. Sekretaris Daerah | Dikenakan pada saku |- bahan dasar logam
Larnburg atau dade sebelah kanan |« lapis pertama berupa lambang
vt e saat menggunakan | pemerintah  daerah  berwama
;m Pakaian Dinas Harian| dengan ukuran 1.5cm.
i o0 Khaki dan Pakaian Dinas - lapis kedua berupa lingkaran
T Harian Kemeja Putih pada | berwarna perak ukuran diameter
! diaete 3,5 e kegiatan 2em.
I';I R a. rapat koordinasi |- lapis ketiga berbentuk bintang
- tingkat nasional; astha brata berwarna perunggu
— b. rapat koordinasi | dengan ukuran diameter 3,5 cm.
Prreiiadionp tingkat provinsi; dan lapis keempat berbentuk  stir
- c. rapat koordinasi | kapal berwama perak dengan
tingkat ukuran diameter 4,5 em.
kabupaten /kota, lapis kelima berbentuk lingkaran

sinar logam 45 jari - jan
berwarna  perunggu  dengan
ulkuran diameter 5,5 em.
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Asisten, Staf Ahli, | Dikenakan pada saku |- bahan dasar logam
sy dan Kepala atau dada secbelah kanan |- lapis pertama berupa lambang
iy . | Perangkat Daerah | saat menggunakan | pemerintah daerah  berwarna
— Pakaian Dinas Harian | dengan ukuran 1,5 em.
i aes | Khaki dan Pakaian Dinas (- lapis kedua berupa lingka
r = Harn Kemeja Putih pada | berwarna  perunggu  ukuran
- :"ld:unrr:!:d:ﬁ"rcm kcg'iﬂian diameter 2 cm.
= : a. rapat koordinasi |- lapis ketiga berbentuk bintang
o ss e, | tingkat nasional; astha brata berwarna perunggu
TP b. rapat koordinasi | dengan ukuran diameter 3,5 cm.
| diaine S5 cm tingkat provinsi; dan |- lapis keempat berbentuk stir
' ¢, rapat koordinasi | kapal berwarna perunggu dengan
tingkat ukuran diameter 4,5 cm.
kabupaten [kota. - lapis kelima berbentuk lingkaran
sinar logam 45 jari - jari
berwarna  perunggu  dengan
ukuran diameter 5,5 cm.
Camat Dikenakan pada saku | - bahan dasar logam
rpmr atau dada sebelah kanan |- lapis pertama berupa lambang
3 Booar nli s it saat menggunakan: pemerintah  daerah  berwarna
| haem a. Pakaian Dinas Harian| dengan ukuran 1,5 cm.

Khaki dan Pakaian |- lapis kedua berupa lingkaran
| Lapis weidun Dinas Harian Kemeja| berwarna  perunggu  ukuran
| dbecteter 2 rm Putih pada kegiatan | diameter 2 em.

. rapat koordinasi | - lapis ketiga berbentuk lingkaran
[ g i tingkat riasional, | sinar logam 45 jari - jari
daceibddivii i i tingkat provinsi dan| berwarna  perunggu  dengan

kabupaten/ kota.

b. Pakaian Dinas Upacara
menggunakan pada
kegiatan:

1) melaksanakan

ukuran diameter 3,5 cm.
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pelantilan;
2) upacara
kemerdekaan
Republik Indonesia;
dein
3) hari besar lainnya.

Lurah

larnilsmrg |
—s Dy widonanaygy
(T 1] |

lapibs: bevhiia
kvl b 3 ami

| agrie ‘,"hu-
lilssretrs 15 vent

| Dikenakan pada saku
atau dada sebelah kanan
sag!l menggunakan:

a. Pakaian [Dinas Harian
Khaki dan Pakaian
Dinas Harian Kemeja
Putih  pada kematan

rapat koordinasi tingkat

nasjonsl, tingkat

provinsi dan kabupaten/
kota.

b. Pakaian Dinas Upacara
menggunakan pada
kegiatan:

1) melaksanakan
pelantikan;

2} upacara kemerdekaan
Republik Indonesia;
clan

| 3) hari besar lainnya.

- bahan dasar logam
- lapis pertama berupa lambang

pemerintah daerah’  berwama
dengan ukuran 1.5 em,
- lapis kedua berupa lingkaran

berwarna hitam ukuran diameter
2 em.

- lapis ketiga berbentuk lingkaran
sinar logam 45 jarn -  jan
berwarna hitam dengan ukuran
diameter 3.5 em.




Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabhalan Kerah




2. Tandas Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku
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d. Lencana Korps Pegawal Republik Indonesia

¢. Papan Nama

NAMA PEGAWAI

8 CM

[. Nama Kementerian Dalam Negeri dan Nama Pemerintah Daerah

~ KEMENTERIAN

~ DALAM NEGERI I oM

-+ » T
BCM
T
PEMERINTAH KABUPATEN
TABALONG

g. Lambang Pemerintah Daerah

TABALONG

Faf it ggdt ey




. Tanda Pengenal
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Kelengkapan
. Tutisp Kepala
NO. JENIS PENUTUP KEPALA DIGUNAKAN WAKTU PENGGUNAAN KETERANGAN

|

1.

2

OLEH
3

-

Peci Nasional
a, Pria

b, Wanita

Mutz

tampak depan

tﬂﬂ‘lpﬂ.k samping

~ | Seluruh ASN

Sr:lur'uﬁ_.-’s SN | a

4
I'iﬂdii saAt Upacarn [I'I.'I‘.‘I!.gg':_iﬂmkjin
pakaian  seragam  batik  Korps
Pegawsl Republik Indonesia; dan
b. pada saal menggunakan Pakaian
Sipil Lengkap.

a
bahan dasar kain

pada saal pelaksanaan upacara yang
menggunikan Pakailan Dinas Harian
khaki,

a. berbahan dasar kain
berwarna khal

b. bisban warna  Kuning
emas ukuran 0,50 ¢m

¢. |lambang pemerintah
daerah berbahan dasar
logam berwarna
berukuran 1,5 eom, di
kenakan pada bagan
ujung atas mutz




2.

3. Pet upacara Camat

IRl

-

4. | Pet upacara Lurah

—

Camat

Lurah

| Pada sast menggunakan Pakaian
Dinas upacara

pada saat menggunakan Pakaian
Dinas upacara

Ikat Pinggang

&1

b,

d.

bahan dasar kain warna
hitam.

lambang dacrah berwama
kuning emas dibordir
dengan lingkaran dasar
berwarnia hitam.

padi dan kapas berwarna
kuning emas dibordir,

. pita emas dengan lebar

1,75cm.
bahan daszar kain warma
hitam.

.lambang dacrah

kabupaten/kota dibordir
dengan lingkaran dasar
berwarna hitam

padi dan kapas berwama
kuning emas dibordir.
pita perak dengan lebar
1,75 cm,




3, Sepatu
NO. | JENIS SEPATU

38 -

. PENGGUNAAN | KETERANGAN

1.

dapat dikenakan | - sepatu vang

padda sant | dikenakan
menggunakan dapa! berbentuk
Pakaian Dinas | pantofel
Harian, Pakaian | maupun
Dinas Lapangan | sneakers
dan SErAgAM | - SEpartu harus
batik Korps | berwarna Hitam
Pegawai dan/atau
Repuhlik dominan hitam |
Indonesia
. |
| dikenakan pada | sepatu vang
saat dikenakan
‘ menggunakan berbentuk
Pakaian Sipil | pantoiel
Lengkap berwarna hitam
3. | | dikenakan pada | sepatu yang
saal dikeniikan
menggunakan berbentuk
Pakmian Dinas pantofel
: upacara camat | berwarna putih
A \" dan lurah
- S,
s
Jilbab —
No Jenis Pakaian Dinas Warna jilbab
1, | Pakaian Dinas Harian khaki | kuning mustard .
2. | Pakaian Dinas Harian putih | khaki muda |
3. | Pakaian Dinas Harian | sesuail dengan baju tanpe motif
sasirangan /batik khas
| Daerah
4. | Pakaian Dinas lapangan ! hitam
5. | Pakman Sipil Lengkap | merah
6. | Pakaian Korps  Pegawai | hitam
Republik Indonesia

7. | Pakmian Dinas upacars

? putih




J. Spesifikasi Kain
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1. Kain Pakaian Dinas Harian Wama Khaki

- JENIS U1 3 R TOLERANSI
I. |Konstruilsi
- Tetal lusi, helal per cm 45,0 Minimum
- Tetal pakan, helai per em 30,5 Minimum
« Nomor berang lusi, Tex
- Lusi 21,9 £5 %
- Lusill 25.1 £5%
- Nomuor benanp pakan, Tex 2.8 £33 %
* Anyaman
= Miutka | .
Keper = /4 Mutlik
- Muiea 1t ”
; i1 Mutink
2, Wekuatan Terik Kain, per 2,5 cm
- Arah lusi, kg 440 Minimurm
- Mulur, %
- Arah palan, kg 340 Minimiim
- Mulur, %o
3. Hekuatan Sobek Kain, Elmendorf
- Arah lusi, g 25 Minimum
- Arah pakan, g 17 Minimurn
4. [lahan Luntur Warmae terhadap
&. Pencucian Rumah Tangea dan
Komersial .
- Perulmban warna 4 Minimum
- Penodann warna pads ;
- Polisster 3-4 Mininmnam
- Knpan 3-4 Minimiirm
b, Gosolan
- Keting 4 Mintnmum
- Basah 3-4 Minimum
¢. Keringnt
.1 Sifit asam
« Perubahan warna 4 Minimwum
- Penodpnan warna pada
- Poliester 3.4 Mimimum
- Kapos 34 Mirimym
¢.2 Silat basy
- Perubahan warna 4 Minimum
- Penoduan warna pada ;
- Paliester 34 Mirimun
- Knpas 3-4 Minumum
d. Sinar Terang Hari 4 Mimumum
5. Warna Khaki
<L 54,78
= n* ?,u‘i AE* £ D.H
- b 26,43
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2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih
|

NO JENIS U1 il s TOLERANSI
1. [Konstroks
- Tetal lusi, helai perom 20,5 Minimum
- Tetnl paknmn, helai per om 16,5 Minimim
- Nomor benang lusi, Tex 239x2 * 5%
- Nomor benang pakan, Tex 235x2 + 5%
- Anvaman Polos Mutlak
2. [Kekuntan Tarik Kain, per 2,5 cn
- Arah Tusi, kg 6,0 Minimum
- Mulur, % .
. Arah paken, kg 47,0 Minimum
- Mulur, % .
3. KMekuatan Sobek Kain, Elmendorf
- Arash s, g 9.000 Minifmum
- Arah pakan, g | B.800 Minimum
3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam
PERSYARATAN YANG -
JENIS S TOLERANSI
NO Oat DISARANKAN
1. L(onnrukm _ .
- Tetal lusi, helad per em 18,5 Minimum
- Tetal pakan, helai per cm 15,5 Minimum
-« Nomot benung Jusi, Tex 33,1x2 + 5%
- Nomior beriang pakan, Tex 331x2 + 5%
- Anyhman Polon Mutlak
2: |Kekuatan Tarik Kain, per 2.5 cm
- Arah lusi, kg 65,0 Minimum
- Mulur, % - _
- Arah pakan, kg 53,0 Minimim
- Mulur, % -
3. [Kelouatan Sobek Kain, Elmendorf
- Arat lust, g S.000 Minpmum
- Arah pakan, 2 8.000 Minimuom
4. frahan Luntur Warna terhadap
a. Pencucian Rumah Tangga dan
Komersial
= Perubuhan warmn i Minimum
= Penodann wurna peida ; - Foliester 3-4 Mitimum
- Rayon 3-4 Minimum
b. Gosokan
- Kering 4 Minimum
- Basah 3-4 Minimum
¢. Keringal
c.| Sifat paam
- Perubahan warna 4 Minimum
- Penodnim warnn pada: :
-Poliester 34 Mimmum
- Rayon 3-4 Minimum
c.2 Sifat basa
- Perubahan warma 4 Minimum
- Penndann warny pada : d-4 Minimum
- Polienter
- Rayon 3-4 Mitiirmum
d. Sinar Terang Han 4 Mirnmum




4. Rain PDL Wama Khaki
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. JENIS U1 PHESYARATAN TANG TOLERANSI
1. [Konstroks
- Tetal lusi, helal per cm 45,0 Minimium
- Tetal pukan, helai per cm 31,0 Mintmum
- Nomor benang Jusi, Tex
- Lusil miﬁ 3%
= st 1 23,7 25 %
- Nomor benang pakan. Tex
- Pakan ! 203 5%
- Pakan Il 22,7 + 5.0
- ANnVaman .
- Muk | 1
w#: 11 Mutlak
- Muka 11 Hn:par; i Mutlak
2. Kekubstan Tarik Kain, per 2,5 em
- Arnth lusi, kg 4t Minimum
= Mulur, %
= Arph pakan, kg 320 Mintmum
- Mukir, %
3. [Kekuntan Sobek Kain, Elmendorf 23 Mimimm
- Arnh lusd, g 16 Minimum
- Arah pakan, g
4. (Tahan Luntur Warna terbadap.
i Penoycian Rumah Tangga dan
- Perubshin warna, 4 Minimum
- Penodaan warna pada :
- Poliester 34 Minimum
- Knpas 3-4 Minimum
b. Gowokan
- Kering q Minimum
- Basah 3-4 Minimum
. Keringat
c.] Sifiat asnm _
- Perubahan warna “ Minimum
- Penodaan warna pada - 3.4 Minimimn
- Poliester '
- Kapas 3.4 Minimum
.2 Sifat basa
- Perubahan warna 4 Minimum
- Poliester a4 Mimimum
- Knpas 3-4 Mimimum
d. Sinar Terang Hart Rl Minimum
5. Wama Khaki
- 45,03
=gt '5.'53_ AE* =z 0.8
- h* 17,16
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5. Kain PDL Warmna Hitam

PERSYARATAN YANG
O JENIS UJI by il TOLERANS!
1. [Homstrulosi
- Tetnl lusi, helal percm 420 Minimum
- Tetal pakan, helal per em
- Pakan | 17.0 Minimum
- Pakan 1 1,0 Minimum
- Nomor benang lusi, Tex 31,6 2 3%,
- Nomor benang pukan, Tex
- Pakan | 332 £S5
- Pakan II 44922 z 5%
- Anynman _
- Muka | Ribstop Mutlnk
- Muka I Ribstop Mutlak
2. [Kekiiatin Tarik Kain, pei' 2.5 il
- Arah lusi, kg 720 Minimum
» Mulur, %
- Amh pakan, kg 430 Mmimum
- Mulur, %
3. [Kekuatan Scbek Kain, Elmendorf
- Arah lusi, g e § Minimum
- Arah palean, g 18 Minimum
4. [Tohan Luniur Warna terhadap
a. Pencucian Rumah Tanpga dan
Komersial
« Perubahan wama 4 Minimum
= Penodaan warna pada : Minimum
- Poliester 3-4
- Rayon -4 Minimum
b. Gosokan
= Kering Bl Minimum
- Basah J-5 Mintmum
c. Keringat
¢, 1 Sifat nsam
= Perubahan warna 4 Minimum
- Pempdsan warnn padia @ -4 Windm i
- Poliester
- Rayon 3-4 Mintmum
r.2 Sifar basa
- Perubshan warne 4 Mintmum
« Penodann warna pada ; 3-4 Minimum
- Polienter
- Hayon 3-4 Minimiim
&, Sinar Terang Hari 4 Minumum
5 Wartie Hitnm
=1* 13,64
= n* .84 AE*= 08
- b* -0, 019 l
BUPATI TABALONG,
ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI



